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ABSTRAK :  bahwa untuk melaksanakan  ketentuan  Peraturan  Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam 
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; bahwa dalam 
mewujudkan partisipasi Pemilih yang tinggi maka diperlukan program-
program sosialisasi yang kreatif, inovatif dan partisipatif untuk 
peningkatan Partisipasi Masyarakat; bahwa untuk pelaksanaan maksud 
huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Luwu tentang Penunjukan Sebagai Narasumber Kegiatan 
Sosialisasi Pendidikan Pemilih Podcast Suara Tarra ”Komitmen 
Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kejaksaan Dalam  Menjaga Pemilu dan 
Pilkada 2024 Berintegritas” Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Luwu  

 
Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286),  Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 
tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014  
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,  dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang 



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512), Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara  Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 224, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.02/2024 tentang Standar 
Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025, Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 377), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 
tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota 
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
1160). 
 

CATATAN :  - Keputusan   KPU Kabupaten Luwu ini berlaku sejak ditetapkan   
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